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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Otonomi Daerah
2.1.1.1. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ngraerubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgfiRamerintahan Daerah
definisi Otonomi daerah adalah: “Hak, wewenang kiawajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peraBant dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan pegdnddangan”.

Menurut Tangkilisan (2005:32) otonomi daerah dkari sebagai
memerintah sendiri. Sedangkan secara terminolo§arundajang (dalam
Tangkilisan, 2005:33) mendefinisikan otonomi selbag& dan kewajiban daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya seedimai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Yuliati (dalam Halim, 2004:22) menyatakan bahwa notni daerah
adalah: “pemberian wewenang yang lebih luas kepdsah dalam mengatur,

mengelola rumah tangganya sendiri”.
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2.1.1.2. Prinsip Otonomi Daerah
Adapun prinsip otonomi daerah yang dianut Undanddog Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangagndamor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:
1. Otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab
2. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepatdagiatan kesejahteraan
rakyat, menjamin hubungan serasi daerah denganrpetame
Prinsip otonomi daerah menurut B. N. Marbun (dalita Permata Sari,
2006:19) adalah sebagai berikut:
Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi selissla dalam artian
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengaouas urursan
pemerintahan yang ditetapkan undang-undang ini. rdbaememiliki
kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk mempelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdaga@syarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyaalaBedengan prinsip
tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yandangan bertanggung jawab.
Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untutr@alisasikan isi dan jenis
otonomi bagi daerah tidak selalu sama dengan ddanamya. Adapun arti
otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yadglam
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan deogem dan maksud
pemberian otonomi.
2.1.1.3. Tujuan Otonomi Daerah
Tujuan otonomi daerah yang dikemukakan oleh Sydiifayat (dalam
Halim, 2004:23) dibedakan dari dua sisi kepentinggaitu kepentingan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kagant Pemerintah Pusat

tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatikepemimpinan, menciptakan

stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasitesis pemerintahan daerah.
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Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan Pémen Daerah ada tiga tujuan

yaitu:

1.

Untuk mewujudkan apa yang disebut sebapgalitical equality, artinya
melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih mermbkésempatan bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagavitddipolitik dtingkat lokal
atau daerah.

Untuk menciptakanlocal accountability, artinya dengan otonomi akan
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam erbatfkan hak-hak
masyarakat.

Untuk mewujudkanlocal responsiveness, artinya dengan otonomi daerah
diharapkan akan mempermudah antisipasi terhaddpader masalah yang
muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pegupem sosial dan
ekonomi daerah.

Mardiasmo (2002:23) menjelaskan pada dasarnyaneukey tiga tujuan

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, fyslau:

(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanablib dan kesejahteraan
masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efeksvgengelolaan sumber daya
daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan rbagg masyarakat
(publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembaagu

2.1.1.4. Hak dan Kewajiban Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub&ealua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéantaDaerah

menjelaskan bahwa dalam menyelengarakan otonoreraldlamempunyai hak

sebagai berikut:
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(1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintal@&an{®) memilih
pemimpin daerah, (3) mengelola aparatur daerah,mdjgelola kekayaan
daerah, (5) memungut pajak daerah dan retribusallaés) mendapatkan bagi
hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sudayer lainnya yang berada
di daerah, (7) mendapatkan hak lainnya yang diatalam peraturan
perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub&ealua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah pasal 22

menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonoagyakd mempunyai

kewajiban sebagai berikut:

(1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatdan, kerukunan

nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republidonksia; (2)

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; (3)gaemangkan kehidupan
demokrasi; (4) mewujudkan keadilan dan pemeratd8h; meningkatkan

pelayanan dasar pendidikan; (6) menyediakan fasilikesehatan; (7)
menyediakan fasilitas umum yang layak; (8) mengemgkan sistem jaminan
sosial; (9) menyusun perencanaan dan tata ruamghgg@0) mengembangkan
sumber daya produktif di daerah; (11) melestarikagkungan hidup; (12)

mengelola administrasi kependudukan; (13) meléstarnilai sosial budaya;
(14) membentuk dan menerapkan peraturan perundai@pgan sesuai
dengan kewenangannya; dan (15) kewajiban lain yigatgr dalam peraturan
perundang-undangan.

2.1.1.5. Perkembangan Otonomi Daerah

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia dalamnkuraktu 1980-

2000 dapat dibagi menjadi beberapa periode yangpueyai karakter sendiri

(Indra Bastian, 2001:228). Periodisasi tersebutadda

1.

Periode 1980-1985

Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentaokokPokok

Pemerintahan Daerah telah mengisyaratkan pelaksaotmomi daerah,
namun realisasinya baru dimulai pada awal tahui®,1@ditu ditandai dengan

dibentuknya kotamadya yang hanya bersifat admasstaja.
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2. Periode 1986-1990
Periode ini menitikberatkan pada penyelenggaraanooti daerah di Dati
(Daerah Tingkat) Il yang sebelumnya didahului dengerumusan mengenai
persiapan otonomi daerah pada Dati | dan Dati élai itu juga muncul
usulan-usulan tentang perkembangan keuangan.

3. Periode 1991-1997
Periode ini mulai lebih ditegaskan realisasi pedalksan otonomi daerah pada
daerah tingkat Il yaitu dengan dikeluarkannya PEnbilo45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah denganbtti&t pada Daerah
Tingkat I1.

4. Periode 1998-sekarang
Bergulirnya reformasi ternyata membawa angin sdugggi pelaksanaan
otonomi daerah yang seutuhnya ditandai dengan udikelnnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Dagam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahaat Elaa Daerah.

Elita (2002:6) berpendapat bahwa agar pelaksansgas totonomi dapat
berjalan dengan baik perlu memperhatikan: sumbedageatan daerah, teknologi,
struktur organisasi pemerintah daerah, dukungarurukperilaku masyarakat,
dan faktor kepemimpinan.

Disamping itu hal-hal yang mempengaruhi perkembarmjanomi daerah
menurut Yosef Riwu Kaho (dalam Elita, 2002:6) setvagerikut: (1) faktor

manusia pelaksana yang baik; (2) faktor keuanganatiayang cukup dan baik;
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(3) faktor peralatan yang cukup dan baik; (4) faldoganisasi dan manajemen

yang baik.

2.1.2. Pendapatan Daerah
2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia &fod05 Tahun
2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Kemiabgarah diungkapan
pengertian pendapatan daerah, yaitu sebagai kerikut

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kab dakma periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi hak daerah; sedariganja daerah adalah
semua pengeluran kas daerah dengan periode andggaemu yang menjadi
beban daerah.

Pendapatan daerah pada dasarnya adalah peneriaexah dalam bentuk
peningkatan aktiva atau penurunan utang dari barbagmber pada tahun
anggaran bersangkutan.

Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002:82-88hgymengemukakan
bahwa:

Pendapatan daerah adalah arus masuk bruto makéeetnei yang timbul dari
aktivitas kegiatan operasi entitas pemerintah selagatu periode yang
mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasapugaman yang harus
dikembalikan.
2.1.2.2. Karakteristik Pendapatan Daerah

Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002:82-83)gamukakan bahwa:
Aktivitas daerah mengacu pada aktivitas-aktivitasgy dilakukan oleh suatu
entitas agar dapat mencapai tujuan pokoknya. Patatapang timbul dari
aktitivitas operasi daerah dapat dibedakan dardg@eatan yang timbul dari

pemilikan aktiva atau pendanaan suatu entitas. dpatannya terdiri dari arus
masuk manfaat ekonomi yang diterima oleh entitasegpimtah dirinya sendiri.
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Jumlah yang ditagih untuk dan atau atas nama kbga bukan merupakan
pendapatan karena tidak menghasilkan manfaat ekobagi suatu entitas
pemerintah serta tidak mengakibatkan naik tururakyatas.
Dan Indra Bastian (2002:53-54) juga mengemukakawha
Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatlan pusat
pertanggungjawaban. Sumber pendapatan dirinci barkian kelompok dan
jenis rekening. Pusat pertanggungjawaban dirincddsarkan bagian atau
fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik IstdoMéomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskanabglewdapatan daerah
adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebageingehan nilai kekayaan
bersih.
Dari beberapa pengertian diatas dapat kita ambsinkgulan bahwa
pendapatan daerah memiliki krakteristik sebagakber
1. Penerimaan kas daerah yang timbul dari aktivitaagpelaerah yang meliputi
pendapatan dari pemilikan aktiva, pendanaan sudtta® (pemilikan saham
BUMD), dan penerapan aktivitas daerah yang berapakpdaerah, retribusi
daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yamg s

2. Pendapatan daerah berada dalam periode anggdeariuer

3. Pendapatan yang timbul dari aktivitas penagihas mama pihak ketiga bukan
merupakan pendapatan, karena tidak menghasilkarfaataekonomi dan
kenaikan entitas.

4. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumber gpat@n dan pusat

pertanggungjawaban.
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2.1.2.3. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubKkdoa atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéantaDaerah,
menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah téadiri a
1. Pendapatan asli daerah, yaitu:

- Hasil pajak daerah;

- Hasil retribusi daerah;

- Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengeloladtaf&an daerah yang

dipisahkan; dan

- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah

4. Lain-lain pendapatan yang dianggap sah

2.1.3. Pendapatan Adli Daerah
2.1.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yJagudian
direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2084tang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan gigrggoleh daerah dari
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipubgrdasarkan peraturan
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya senglimg dipungut
berdasarkan peraturan perundang-undangan yandunerla

Menurut Simanjuntak (dalam Halim, 2004:94) “PendapaAsli Daerah

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari susoipeiber dalam wilayahnya
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sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daseminai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan Elita (2002:2) berpendapat bahwa “Petatagssli Daerah
adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-supdratapatan daerah dan

dikelola sendiri oleh pemerintah daerah”.

2.1.3.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25nTaf99 yang
kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33hufa 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber+ssiAbekabupaten/kota

terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah;

2. Hasil Retribusi Daerah;

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengeldtakayaan daerah lainnya
yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, devidiEm penjualan saham
milik daerah);

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (anwmHasil penjualan aset

tetap daerah dan jasa giro).
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2.1.4. Pajak Daerah
2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah tercantum dalam Undangrdgnddomor 34
Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-Undang Noghdathun 1997, tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

Pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh onanigadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimpang,digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah darbgmgunan daerah
(pasal 1 ayat 6).

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomoma@bnr2001 tentang
Pajak Daerah pasal 1 ayat 1 berbunyi:

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adaledm wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepadaafidanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkaaiug@ perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk merabignyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kaho (dalam Elita, 2002:2) berpendapat bahwa “Pajakrah adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kasaraegintuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan uptibkic investment”.

Pajak daerah merupakan pemungutan daerah menuratuna& yang
ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam ranglembiayai rumah
tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalabk pgang wewenang
pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah.

Davey (dalam Prakosa, 2005:4) berpendapat tent@ag daerah, yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengiatysan daerah sendiri.

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemienmnisat tetapi penetapan

tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.



21

3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh pemeritdainah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh perad pusat tetapi hasil
pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.
Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak déaetapkan oleh
pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk maswaib pengeluaran
pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelengggremerintahan dan

pembangunan di daerah serta pelayanan pyhiiti€ service).

2.1.5.2 Fungsi Pajak
Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Brotagithédalam Halim,

2004: 131), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgeter
Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada selgoblik dan pajak disini
merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan umiemkasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara/daerahi sEngan waktunya
dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin gambangunan
pemerintah pusat/daerah.

2. Fungsi pengaturan
Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemeriptasat/daerah untuk
mencapai tujuan tertentu yang berada di luar séddonangan negara/daerah,

konsep ini paling sering dipergunakan pada sektast.
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2.1.5.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaiman dikemuk#&damdam Smith
dalam bukunyaAn Inguiri into the Natura and Causes of the Wealth of Nations
(dalam Halim, 2004:131) menyatakan bahwa pemunggajak hendaknya
berdasarkan pada :

1. Equality
Pemungutan pajak harus bersifat final, adil danataeryaitu dikarenakan
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengaarkipuan membayar
pajak atauability to pay, sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil
dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkang untuk
pengeluaran pemerintah sebanding kepentingannya ndamfaat yang
diminta.

2. Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wen@teh karena itu
wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan paftk yang terutang,
kapan harus dibayar dan batas waktu pembayaran.

3. Conveneince
Kapan wajib pajak itu membayar pajak sebaiknya aedengan saat-saat
yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai conpaldda saat wajib pajak
memperoleh penghasilan, sistem pemungutan ini digaly as you earn.

4. Economy
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biayamgran kewajiban
pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungldemikian pula
beban yang dipikul wajib pajak.

2.1.5.4 Syarat pemungutan Pajak
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara piopatsagar tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemamgd. Pemungutan
pajak menurut Musgrave (dalam Halim, 2004:134) sisameémenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
1. Syarat keadilan
Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukemsapai keadilan
undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya hditud\dl dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajakasemum dan
merata serta disesuaikan dengan kemampuan massiggn&edangkan
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adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengamberi hak bagi
wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalembayaran dan
mengajukan banding kepada Majelis PertimbangarkPaja

2. Syarat yuridis
Pemungutan pajak harus didasarkan pada undanggirtdahini memberi
jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagana maupun bagi
warganya.

3. Syarat ekonomis
Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekanokfiususnya
pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak meniarbulkelesuan
perekonomian masyarakat.

4. Syarat finansial
Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan paugsi budgeter
dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekardahingga lebih
rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mekadatian
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban jeégpanya.

2.1.5.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Pengertian pemungutan pajak daerah dalam Undangdgndomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undangomdé Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasayal B3 adalah “suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan datakolgan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampait&eganagihan pajak kepada
wajib pajak serta penyetorannya”.

Dasar hukum dalam pemungutan pajak daerah yangkbedi Indonesia
yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubaitas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak DaeraliRdaibusi Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentajags Paerah.
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3. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Ne#g&putusan Menteri
Keuangan, peraturan Daerah Provinsi dan PerturamabaKabupaten Kota

di Bidang Pajak Daerah.

2.1.5.6 Jenis Pajak Kabupaten/K ota
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20@@ngeiPerubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentandk Bsgarah dan Retribusi
Daerah, jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:
1. Pajak Hotel;
Pajak hotel adalah pajak atas layanan hotel. Hadalah bangunan yang
khusus disediakan bagi orang untuk dapat mengsiaphat, memperoleh
pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipgurigyaran, termasuk
bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimdi&h pihak yang sama,
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Pajak Restoran;
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan res®Remtoran adalah tempat
menyantap makanan dan/atau minuman yang disedid&agan dipungut
bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga ataurgateri
3. Pajak Hiburan;
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraamanibHiburan adalah
semua jenis pertunjukan, permainan, permainan #ktsan, dan/atau

keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yandgafit@tau dinikmati
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oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidaka®uk penggunaan
fasilitas untuk berolah raga.

Pajak Reklame;

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaratanrekReklame adalah
benda, alat, perbuatan atau media yang menurutlb€lain corak ragamnya
untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk mempwakean, menganjurkan
atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, wtauptuk menarik

perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau gasggditempatkan atau
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari steafpat atau umum kecuali
yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggumaaga listrik, dengan
ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tergegharangan jalan, yang
rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalgk pas kegiatan

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengatupan perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak Parkir.

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas pemygaraan tempat parkir
di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badmk yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang diseds#zagai suatu usaha,
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termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan ob@rndan garansi

kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.1.5. Retribusi Daerah
2.1.5.1. Pengertian Retribusi Daerah
M. Abas (dalam Halim, 2004:115) mengatakan bahwa:

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yangkdiKan oleh pemerintah
sebagai akibat adanya kontra prestasi yang dibewkeh pemerintah daerah
atau pembayaran tersebut didasarkan atas predtasi pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah daerah yang langsundmiiaii secara perorangan
oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasatkanperaturan yang
berlaku.

Retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang N@&horahun 2000
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 TaB8@ tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagdayaman atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan d&u diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang prib&all dadan dan wajib
retribusi adalah orang pribadi atau badan yang nuémeraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan peraken retribusi
termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertent

Rochmat Sumitra (dalam Elita, 2002:3) mengatakdmvba

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yankukila kepada mereka
yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya rdtribklagrah sebagai
pembayaran atas pemakaian jasa atau karena menmdgsfaan usaha atau
milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa@ yhberikan oleh daerah,
baik secara langsung maupun tidak langsung.
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2.1.5.2. JenisRetribus Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200@ngerPajak
Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat 2, vsiritaerah dibagi atas tiga
golongan sebagaimana berikut ini:
1. Retribusijasa umum
2. Retribusi jasa usaha

3. Retribusi perizinan tertentu

2.1.5.2.1. Retribus Jasa Umum
Jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau ikdibeoleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kizagan masyarakat umum
yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahatialeepada masyarakat umum
diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikiatibusi jasa umum adalah
retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi u athadan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yanglidissn atau diberikan
oleh pemerintah.
Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Pexat®Pemerintah Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah pasal 22ayaitu sebagai berikut:
1. Retribusi pelayanan kesehatan
Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanarhdtase di puskesmas,
balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daeralk tetenasuk pelayanan

pendaftaran.
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. Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan

Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahanpuhepengambilan,
pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi
pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga; samdpatriidan sampah
perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jahum, taman, dan
ruang tempat umum.

. Retribusi penggantian biaya cetak kartu pendudukattée catatan sipil
Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk akte catatan sipil
meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte icemite pengesahan dan
pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negaig@an akte kematian.

. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan maglgiuth pelayanan
penguburan/pemakaman, pembakaran/pengabuan mayatselva tempat
pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yanbkidmau dikelola
oleh pemerintah daerah.

. Retribusi parkir di tepi jalan umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pengedipelayanan parkir
ditepi jalan. umum yang ditentukan pemerintah daekdrena jalan
menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan unebagai tempat parkir
mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-wardgagg berlaku.

. Retribusi pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradissmulfhana yang berupa

pelataran atau los yang dikeloka oleh pemerintabradla dan khusus
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disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yanglalikeintuk perusahaan
daerah pasar.

7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputaypebn pemeriksaan
kendaraan bermotor sesuatu dengan perundang-umdgagg berlaku, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adadddlyanan
pemeriksaan dan pengujian oleh pemerintah daerahadap alat-alat
pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakeim masyarakat.

9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
Retribusi penggantian biaya cetak peta adalahbusiriyang dibuat oleh
pemerintah daerah seperti peta dasar (peta gpets),foto, peta digital, peta
tematik dan peta teknis (peta struktur).

10. Retribusi pengujian kapal perikanan
Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengugshadap kapal

penangkap ikan yang menjadi kewenangan pemeriiztakl.

2.1.5.2.2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang iaksed oleh
pemerintah dengan menganut prinsip komersial kapeteyanan tersebut belum

cukup disediakan oleh swasta.
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Jenis retribusi jasa usaha diatur dalam PeratuesmeRntah Nomor 66

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah pasal 3 agab2gai berikut:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
Pemakaian kekayaan daerah meliputi pamakaian tat@h bangunan,
pemakaian ruangan untuk kendaraan atau alat-atat b@lik pemerintah
daerah.

2. Retribusi pasar grosir dan atau perkotaan
Retribusi pasar grosir dan atau perkotaan adalahrpgrosir berbagai jenis
barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternakj bami dan fasilitas
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan aaelenggarakan oleh
pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakaim perusahaan daerah
pasar atau pihak swasta.

3. Retribusi tempat pelelangan
Retribusi tempat pelelangan adalah tempat yanga&basus disediakan oleh
pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan tieanak, hasil bumi, dan
hasil hutan termasuk jasa fasilitas lainnya yangediakan di tempat
pelelangan adalah tempat yang dikontrakkan olehepatah daerah dari
pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelanga

4. Retribusi terminal
Retribusi terminal adalah retribusi yang memberik@tayanan penyediaan
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bismyneempat kegiatan
usaha dan fasilitas dikelola untuk pemerintah dae@l@ngan ketentuan ini

pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
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. Retribusi tempat khusus parkir

Retribusi tempat khusus parkir adalah retribusigyaremberikan pelayanan
penyediaan tempat parkir yang khusus disediakamijikii dan atau dikelola
oleh pemerintah daerah, tidak termasuk disediakandikelola oleh BUMD
dan pihak swasta.

. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

Retribusi - tempat penginapan/pesanggrahan/villa ahdatetribusi yang
memberikan pelayanan penginapan/pesanggrahanyailig dimiliki dan atau
dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasukdigkan dan dikelola oleh
BUMD dan pihak swasta.

. Retribusi penyedotan kakus

Retribusi penyedotan kakus retribusi adalah resiibyang memberikan
pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dadakokeh pemerintah
daerah, tidak termasuk disediakan dan dikelola BIgNID dan pihak swasta.
. Retribusi rumah potong hewan

Retribusi rumah potong hewan adalah retribusi yaegnberikan pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan teerakasuk pemeriksaan
kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki athkelola oleh
pemerintah daerah.

. Retribusi tempat pendaratan/pelabuhan kapal

Retribusi tempat pendaratan/pelabuhan kapal adalaetribusi yang

memberikan pelayanan pada tempat pendaratan Kegaldan atau bukan
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kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh pemeaim daerah, tidak termasuk
disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihakasta.

10. Retribusi rekreasi dan tempat olahraga
Retribusi rekreasi dan tempat olahraga adalahbtetridi tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan atau ldilkepemerintah daerah.

11.Retribusi penyebrangan di atas air
Retribusi penyebrangan di atas air adalah retribgssng memberikan
pelayanan penyebrangan orang atau barang dengaggumakan kendaraan
di atas air yang dimiliki dan dikelola oleh peméaim daerah, tidak termasuk
yang dikelola olh BUMD dan pihak swasta.

12.Retribusi pengolahan limbah cair
Retribusi pengolahan limbah cair adalah retribasiggmemberikan pelayanan
pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoramsini yang dikelola oleh
BUMD dan pihak swasta.

13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
Retribusi penjualan produksi usaha daerah adatabus yang memberikan
pelayanan penjualan hasil produksi usaha pemeridtdrah antara lain,
bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit ikamak termasuk penjualan

produksi usaha BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2.1.5.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi perizinan tertentu memiliki peran gandiais berfungsi sebagai

pengatur, juga berfungsi sebagai sumber pendapadénah. Fungsi utama
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retribusi perizinan merupakan instrumen yang diganauntuk melakukan
pengaturan, pembinaan, pengendalian, maupun pesgawdal ini dimaksudkan
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga leglastlingkungan.
Jenis retribusi jasa usaha diatur dalam PeratuesmeRntah Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah pasal 4 agab2gai berikut:
1. Retribusi izin mendirikan bangunan
Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pembeadanuntuk mendirikan
bangunan termasuk kegiatan peninjauan desain umaridirikan bangunan,
termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantapelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencama tekngunan dan
rencana tata ruang yang berlaku, serta pengawasaubgmgunn meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syaraiakeatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkolaalalah pelayanan
pemberian izin untuk melakukan penjualan minumaralkehol di suatu
tempat tertentu di lingkungan tertentu di kawasamgrintah daerah.
3. Retribusi izin gangguan
Retribusi izin gangguan adalah pemberian izin téragaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yangatlapenimbulkan bahaya,
kerugian dan gangguan, tidak temasuk tempat ussdiatkn yang telah

ditentukan oleh pemerintah daerah.
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Retribusi izin trayek

Retribusi izin trayek adalah pelayanan pemberiam kepada orang pribadi
atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutammpemg umum pada
suatu trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemadnirdaerah dilaksanakan

dengan kewenangan masing-masing daerah.

2.1.5.3. Ciri dan Asas Pemungutan Retribusi Daerah

Kaho (dalam Elita, 2002:4) berpendapat bahwa rgridaerah memiliki

karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

1.

2.

Retribusi dipungut oleh daerah.

Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yangeriian daerah yang
langsung dapat ditunjuk.

Retribusi dikenakan kepda siapa saja yan memamfiaaiau mengenyam jasa
yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah heakess memenuhi

asas atau norma-norma. Hal ini dimaksudkan agagcguera jasa nantinya tidak

keberatan dalam melakukan pembayaran asas jasa @idaigukan. Asas

pemungutan retribusi antara lain:

1.

Retribusi tidak boleh merupakan rintangan keluasukaya penganguktan
barang antar daerah.
Retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaanu apgemberian

keistimewaan yang menguntungkan perseorangan gaiahgn keagamaan.
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2.1.5.4. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah
Dasar hukum dalam pemungutan pajak daerah yangkbedi Indonesia
yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubaitas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak DaeraliRdaibusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentatrgoB& Daerah.
3. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Ne#g&putusan Menteri
Keuangan, peraturan Daerah Provinsi dan PerturamabaKabupaten Kota

di Bidang Retribusi Daerah.

2.1.6. Hasl Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah L ainnya yang Dipisahkan

2.1.6.1. Pengertian Perusahaan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentangus@baan

Daerah pasal 2 berbunyi:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan PesasaDaerah ialah
semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undatapg ini yang

modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merumpladdeayaan daerah yang
dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain denganuatserdasarkan undang-
undang.

Menurut Wayang (dalam Elita, 2002:4) mengenai praan daerah

sebagai berikut:

(1) Perusahaan daerah adalah kesatuan produksibgasgat: (a) Memberi
jasa, (b) Menyelenggarakan pemanfaatan umum; (3hamhuperusahaan
daerah untuk turut serta melakukan pembangunanaldadiususnya dan
pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakiastrialisasi dan
ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyargkag adil dan
makmur; (3) Perusahaan daerah bergerak dalam lapar@ong sesuai dengan



36

urusan rumah tangganya menurut perundang-undamganngengatur pokok-
pokok pemerintahan daerah; (4) Cabang-cabang psogakg penting bagi
daerah dan menguasai hajat hidup orang banyakedaldayang modal untuk
seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahka

2.1.6.2. Sifat, Tujuan dan Lapangan Usaha Perusahaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentangus@baan
Daerah pasal 5 ayat (1), “perusahaan daerah asiaéh kesatuan produksi yang
bersifat: (a) memberi jasa; (b) menyelenggarakamakdgaatan umum; (c)
memupuk pendapatan”.

Adapun tujuan perusahaan daerah menurut UndangAgndieomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasal 22aygata]ah:

Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut sertaksenakan pembangunan
daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasionammoya dalam
rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhakyat dengan
mengutamakan industrialisasi dan ketentraman &eganangan kerja dalam
perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk lapangan usaha perusahaan daerah, menuruanghithdang
Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasat (3), “perusahaan
derah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengsanurumah tangganya
menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokoklppkmerintahan daerah”.
Dan pada pasal 5 ayat (4),

Cabang-cabang produksi yang penting bagi daeratyaag menguasai hajat
hidup orang banyak di daerah yang bersangkutaratiksn oleh perusahaan

daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakaaykek daerah yang
dipisahkan.
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2.1.6.3. Jenis Hasll Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan
K ekayaan Daerah L ainnya yang Dipisahkan

Adapun yang termasuk dalam hasil perusahaan mddrah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisatiikamtaranya adalah sebagai
berikut (Laporan Pendapatan Asli Daerah KabupaterdBng, 2007):
1. Bagian laba perusahaan milik daerah, contohnyasBeaan Air Minum

Daerah (PDAM).

2. Bagian laba lembaga keuangan dan bank, contohnyla Berkreditan Rakyat

(BPR).

2.1.7. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2.1.7.1. Sumber Lain-Lain PAD yang Sah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25nTaR99 yang
kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33huFa 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal §2yatenyatakan bahwa
lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksuth pyat (1) huruf d
meliputi:
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipeahk
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap metag asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibait penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
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2.1.7.2. JenisLain-Lain PAD yang Sah
Adapun penjelasan lebih rinci yang termasuk dalanisjlain-lain PAD
yang sah adalah sebagai berikut:
1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahldiantaranya sebagai
berikut:
a. Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak kerpa
b. Penjualan mesin/alat berat tidak terpakai.
c. Penjualan rumah jabatan/rumah dinas.
d. Penjualan kendaraan dinas roda dua.
e. Penjualan kendaraan dinas roda empat.
f. Penjualan drum bekas.
g. Penjualan hasil penebangan pohon.
h. Penjualan perlengkapan lalu lintas.
2. Jasa giro, diantaranya sebagai berikut:
a. Jasa giro kas daerah.
b. Jasa giro pemegang kas.
c. Jasa giro dana cadangan.
3. Pendapatan bunga, diantaranya sebagai berikut:
a. Pendapatan bunga dari rekening deposito bank.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap metag asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibait penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
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2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dannReten Sumber Daya
Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan KeuarR#sat dan Daerah,
pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakanngrméonomi daerah yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubdetua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantBaerah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudiaavidir menjadi
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peringmareuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undarsgbig adalah
daerah harus mampu mengatur dan mengelola rumaglgaiaya sendiri dalam
upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayammad&emasyarakat yang
disebut sebagai otonomi daerah. Secara etimologisnurut Tangkilisan
(2005:32) otonomi daerah diartikan sebagai menarirgendiri. Sedangkan
secara terminologis, Sarundajang (dalam Tangkili2@®5:33) mendefinisikan
otonomi sebagai hak dan kewajiban daerah untuk atengan mengurus rumah
tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undgaggrberlaku.

Otonomi daerah agar dapat dilakukan secara nyatde&ldanggung jawab
seperti yang diterapkan pemerintah pusat terhadapepntah daerah perlu
ditindaklanjuti dengan melaksanakan serangkaianiateeyg guna memenuhi
kebutuhan daerah dengan cara menggali potensinddanapengelolaan keuangan

daerah yang berorientasi kepada kepentingan damtlden masyarakat.
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Penerimaan daerah perlu terus diupayakan adanyaggatan PAD dengan
menggali sumber-sumber yang ada sehingga dapat eteeggarakan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyaeaig@isemakin meningkat
kuantitas dan kualitasnya. Upaya perbaikan sangatldkan terutama di bidang
pengelolaan keuangan daerah.

Perbaikan kebijakan tentang keuangan daerah dmmalaigar daerah
memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuanamdalmembiayai
penyelenggaraan urusannya sesuai dengan prinsigigpotonomi daerah dengan
diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat bekapenangan yang kuat,
nyata dan bertanggung jawab secara proporsionaltukUmempercepat
tercapainya kemandirian khususnya dalam bidang pen@& urusan rumah
tangganya sendiri kabupaten/kota perlu meningkatkeamampuannya dalam
pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, Kaho (dalatint] 2004:127)
menyatakan bahwa daerah harus mempersiapkan sdayj@manusia yang baik,
faktor keuangan yang cukup, faktor peralatan yangmadai serta faktor
organisasi dan menejemen yang baik. Diantara fd&laor tersebut, salah satu
faktor yang memegang peranan penting adalah f&ktwssngan. Istilah keuangan
ini menurut Tangkilisan (2005:65) mengandung ar8ettap hak yang
berhubungan dengan masalah uang, yang antaradaipasumber pendapatan,
jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangag yasuai dengan tujuan

dan peraturan yang berlaku”.
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Faktor keuangan ini sangat penting peranannya dsiletu pemerintahan
daerah, karena dapat menentukan keberhasilan dakmiptakan kemandirian
daerah tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Wd#&safdalam Halim,
2004:187) mengenai dua ciri utama yang menunukiatusdaerah yang mampu
melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuandaerah artinya
kewenangan dan kemampuan dalam menggali, mengdirlamenggunakan
sumber-sumber keuangannya sendiri, serta (2) katerggan yang seminimal
mungkin terhadap bantuan dari pemerintah pusahggaiPAD menjadi sumber
keuangan yang terbesar.

Pemungutan sumber-sumber pendapatan yang dimiéki suatu daerah
akan berbeda antara satu daerah dengan daerahlaganga, karena menurut
Abimanyu (2005:4) disebabkan adanya perbedaan &ioekibnomi, sumber daya
alam, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk.gBerdemikian masing-
masing daerah perlu mengoptimalkan penggalian @amgglolaan potensi yang
terbatas ini agar dapat mencapai tujuannya dalamayar@ dan menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Pemungutan sumber péatagaerah ini diatur
dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200&temPerubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ieatean Daerah, Bab
VIII tentang keuangan daerah pasal 157 serta d@da IV Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuang@maaRemerintah Pusat
dan Daerah pasal 5, disebutkan bahwa sumber pdadagdaerah terdiri dari
PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah sertadanpendapatan daerah yang

sah.
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PAD merupakan sumber pendapat murni daerah. Sebagai diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kesnudirevisi menjadi
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindramkgeuangan Pusat
dan Daerah, sumber-sumber PAD kabupaten/kotaitdatir
1. Hasil Pajak Daerah;

2. Hasil Retribusi Daerah;

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengeldtakayaan daerah lainnya
yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, devidiEm penjualan saham
milik daerah);

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (anw@mHasil penjualan aset
tetap Daerah dan Jasa giro).

Semua pendapatan daerah itu mempunyai perananngeuiilam
keuangan daerah yang merupakan salah satu tolak dikaialam pelaksanaan
otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertangguveojaecara proporsional.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, paaari PAD harus
terus menerus dipacu yang tentunya diimbangi demgemberikan pelayanan
yang terbaik bagi masyarakat. Dalam upaya mengajkan PAD ini,
pemerintah pusat memberikan kewenangan. Salahkesmtanangannya adalah
kewenangan pajakaking power) kepada pemerintah daerah, artinya kewenangan
yang diberikan kepada pemeritah daerah untuk méngggmk sesuai dengan
potensi masing-masing daerah.

Beberapa jenis pajak daerah bagi tingkat proviasilcabupaten/kota telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 280tang Pajak Daerah
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dan Retribusi Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nésdahun 2001 tentang

Pajak Daerah. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Untlaldang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeratbutisgen jenis-jenis pajak

daerah yang terdiri dari:

1. Jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak KendaraamnBotor dan Kendaraan di
atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dandKeran di atas air,
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta PaglgdPbilan dan
Pemanfaatan atas Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hopeljak restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalargkppgengambilan bahan
galian golongan C dan pajak parkir.

Upaya optimalisasi penerimaan daerah ini akan lberj@engan baik
apabila pemerintah daerah memiliki kinerja yangbHial ini disebabkan karena
sumber-sumber penerimaan tersebut berasal darirakpat (noney public) yang
nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan bai&iraeertical accountability
maupun horizontal accountability yakni pertanggungjawaban kepada legislatif
daerah, eksekutif daerah serta masyarakat. Dengarikidn diperlukan suatu
analisis yang komprehensif terhadap sisi penerimaatuk menilai kinerja
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber ip&aaan tersebut.

Simanjuntak (dalam Halim, 2004:92) menyatakan bagareg dimaksud
dengan analisis penerimaan adalah analisis mend@maampuan pemerintah
daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatams@dtelan biaya-biaya

yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatarehets Keuangan daerah
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yang berhasil dari sisi penerimaan adalah keuandmaerah yang mampu
meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinganbuseiring dengan
perkembangan perekonomian daerabh.

Berbicara tentang kemampuan meningkatkan penerirdaarah, berarti
berbicara pula mengenai kemampuan meningkatkan ripgsn PAD.
Penerimaan PAD di tiap daerah kabupaten/kota miantdrget tersendiri dan
tentu saja targetan tersebut hampir bisa dipassk&aiu naik dari tahun ke tahun,
dikarenakan pemerintah daerah terus berupaya untrggali potensi daerah
masing-masing. Dengan adanya upaya untuk menggtdng daerah masing-
masing akan berakibat pada ketercapaian targetquandber-sumber PAD.

Ketercapaian target pada sumber-sumber PAD ini dogribusi pada
keterapaian penerimaan PAD. Namun untuk kontrisugsiber-sumber PAD ini
pastinya berbeda antara daerah yang satu dengashdgaeng lain. Tidak ada
standar khusus yang menyatakan bahwa kontribug i@besar haruslah berasal
dari pajak daerah atau retribusi daerah atau Hedasasumber PAD lainnya.
Karena hal ini kembali lagi pada potensi daerahgysaitu dengan daerah yang
lainnya sangatlah berbeda.

Secara sederhana, kerangka pemikiran dari pemnelitia digambarkan

pada gambar 2.1 sebagai berikut:
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Otonomi Daer ah:
UU Nomor 12 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 20(

!

Pendapatan Daer ah:
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dana perimbangan
Pinjaman daerah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

v

Pendapatan Adli Daer ah:
1. Pajak Daerah
Retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

NS

N

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Untuk mempermudah penelitian, setelah membuat gkeapemikiran,

maka dibuatlah paradigma penelitian seperti pad@bga2.2 sebagai berikut:

[ Pajak daerah )

J

[ Retribusi daerah

- A

Hasil perusahaan mili

daerah dan hasil ' ' PAD ]

pengelolaan kekayaan
daerah lainnya yang
dipisahkan
/

Lain-lain PAD yang sah

g Keterangan:
X: Sumber-sumber PAD

Y: PAD

Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

|
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2.3. Hipotesis

Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto (2006:71) hipsis dapat diartikan
sebagai suatu jawaban yang bersifat sementaradtgrtpermasalahan penelitian,
sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Sedangkan M. Nazir (2003:151) menyatakan bahwaotbgis adalah
jawaban sementara terhadap masalah penelitianp&ebeya harus diuji secara
empiris”.

Oleh karena hipotesis itu merupakan suatu anggagamentara yang
masih harus dibuktikan kebenarannya, maka penwdmsihki hipotesis seperti di
bawah ini:

1. Pajak daerah memberikan pengaruh terhadap PAD.

2. Retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap PAD.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengeldtakayaan daerah lainnya
yang dipisahkan memberikan pengaruh terhadap PAD.

4. Lain-lain PAD yang sah memberikan pengaruh terh#ukp.



